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ABSTRAK

Rumah tangga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keutuhan dan kerukunan rumah
tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol,
vang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul
ketidakamanan atau ketidak adilan terhadap orang yang berada dalam lingkup
rumah tangga tersebut. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT). Polisi sebagai elemen penepak hukum yang
mempunyai tugas pokok pemelihara keamanan dan ketertiban suatu masyarakat
tertentu memiliki kewajiban memberikan perlindungan serta rasa keadilan kepada
korban. Maka untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta
menemukan siapa tersangkanya polisi sebagai penyidik melaksanakan penyidikan.
Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Apakah yang menjadi penvebab tindak
pidana KDRT, 2) Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana KDRT
oleh suami terhadap istri di Poltabes Padang, 3) Faktor apa saja yang menjadi
penghambat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana KDRT dan bagaimana
penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi
i adalah sosiologis dengan menggunakan data primer dan data skunder.
Penelitian dilakukan di Poltabes Padang. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa:
1} Faktor penycbab Tindak Pidana KDRT itu terdiri dari faktor ckonomi, nikah
muda, perselingkuhan, cemburu, dan kurangnya komunikasi. 2) Pelaksanaan
penyidikan Tindak Pidana KDRT terlebih dahulu di mulai dari adanya pengaduan
dari korban maupun dari kelurga korban sendiri. 3) kendala-kendala yang menjadi
penghambat dalam pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana KDRT ini adalah a)
korban tidak memberitahukan secara lengkap identitasnya, b) korban tidak datang
untuk proses selanjutnya atau mencabut kembali pengaduannva, ¢) korban
menutup dint atau enggan untuk menceritakan kejadian yang sebenarmya, d) tidak
adanya kerja sama dengan lembaga lain dalam menangani korban, e) tersangka
tidak mengakui perbuatannya. ) kurangnya sara dan prasarana pendukung tugas
kepolisian. Perhatian  pemerintah  terhadap permasalahan KDRT  melalui
kebijakannya sudah cukup komprehensif dan pelaksanaannya baik pada jajaran
pemerintah maupun pemerintah dacrah, utamanya oleh aparat vang bertanggeung
Jawab dibidangnya sudah mulai berjalan dengan baik.



BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Pasal 2 Undang-undang Nomor
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
menetapkan lingkup keluarga meliputi suami. istri. anak. Orang-orang vang
mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,
pengasuhan, dan perwalian termasuk orang yang bekerja dalam rumah tangga
tersebut dan berdiam dalam jangka waktu lama.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan didalam rumah tangpa, sangat
tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar
kualitas prilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga
tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat tergangpu jika kualitas
dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi
kekerasan dalam rumah tangga schingga timbul ketidak amanan atu ketidak
adilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fakta sosial vang bersifat
universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan
budaya. agama. suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannyva. Karena itu. ia
dapat terjadi dalam rumah fangga keluarga sederhana, miskin dan terhbelakang
maupun rumah tangga keluarga kava, terdidik. terkenal, dan terpandang. Tindak

pidana kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan

masing-masing. alau terhadap anak-anak. anggota kelvarga vang lain, dan




terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan.’ Domestic
violence atau kekerasan dalam rumah tangga juga dikenal sebagai tindakan
pemukulan terhadap istri, penyiksaan terhadap istri, kekerasan dalam perkawinan
atau kekerasan dalam keluarga.”

Akhir-akhir ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat
KDRT) semakin meningkat dalam masyarakat terutama KDRT yang menimpa
istri.’ Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami pada istrinva,
sebenarnya tidak hanya terjadi pada istri yang tidak bekerja tetapi juga pada istri
yang bekena. Dalam masyarakat suami memiliki otoritas, memiliki pengaruh
terhadap istri dan anggota keluarga yanp lain, suami juga berperan sebagai
pembuat keputusan.

Selama ini ditemukan adanya pandangan bahwa tindak kekerasan terhadap
perempuan, istri, dan anak-anak dipandang sebagai sesuatu vang wajar dan hal itu
disikapi sebagai konllik rumah tanega semata, Pandangan tersebut diperparah lagi
oleh adanya mitos-mitos yang merendahkan martabat istri, perempuan dan anak-
anak, scbaliknya ayah yang memiliki peran dominan terhadap anggota keluarga
dalam rumah tangga dengan sikap lebih dominan ity menimbulkan kekuasaan
vang lebih di banding anggota keluarga yang lainnya, dan hal ini diterima schagai

sesuatu kondisi vang benar.

' Mohammad ‘Azzam Manan, 2008, Kekerasan Dalam Ramah Tangea Dalam Pervpekal
Sostologis, Jurnal, Legislasi Indonesia. Vol. 5 No. 3, Jakarta, hilm.11.

* Rita Serena Kolibonso, 2008, Peneeakan Hukuwm Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, Jumal, Legislasi Indonesia, Vol. 3 No. 3, Jakaria, him. 35,

" Lonjakan tajam antara tahun 2004 (4,310 kasus) ke tahun 2005 (16.615 kasus), dan di talum
2007 (25.522 kasus), ( Rahayu Ninik. 2008, Kekerasan Dalam Rumah Pangga. Dalam Jurna)
Legislasi Indonesia Vol. 5 Tahun 2008, hlim71)
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A. Kesimpulan
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Faktor dominan dari sekian banyak faktor lainnya vang menyebabkan
terjadinya KDRT adalah faktor ekonomi, faktor nikah muda, dan faktor
cemburu atau selingkuh. Faktor lainnya seperti ketimpangan hubungan
kekuasaan antara istri dengan suami, tidak dipenuhinya keinginanan
dari si suami, kebiasan buruk suami yang suka berlaku kasar, adanya
campur tanggan dari pihak ketiga seperti keluarga dari suami, buda
patriaki yang memposisikan suami pada posisi yang lebih tinggi
dibandingkan dengan istri dan pandangan suami bahwa kekerasan

merupakan cara untuk menvelesaikan konflik.

- Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

dimulai dengan adanya pengaduan dari seseorang, baik itu dari korban
sendin, keluarga, maupun dari saksi yang melihat. Pengaduan tersebut
disampaikan melalui petugas polisi pada pos penjagaan atau pos
pelayanan. Oleh pihak kepolisian pengaduan tersebut dicatat dan
ditandatangani oleh pihak pelapor  serta diberikan surat tanda
penerimaan laporan. Setelah itu oleh petugas kepolisian melakukan
pengaduan tersebut kepada unit vang bersangkutan. yaitu Unit PPA.
Pengaduan tersebut merupakan dasar dari pihak kepolisian untuk

melakukan penyelidikan serta dilanjutkan  dengan penyidikan.

Berdasarkan data vang di peroleh dari Poltabes Padang, pada umumnya
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